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Tindak pidana yang ditunjukkan
kepada dokter sebagai akibat tindakan
malpraktik yang dilakukannya, diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) maupun didalam
ketentuan pidana yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan lainnya.
Mengacu pada KUHP, jenis tindak
pidana yang dapat didakwakan kepada
dokter yang melakukan malpraktik dalam
menjalankan profesinya di antaranya
adalah tindak pidana kelalaian yang
mengakibatkan luka atau luka berat
(Pasal 360 KUHP) ataupun
mengakibatkan kematian (Pasal 359
KUHP) yang dikualifikasikan dengan
pemberatan ancaman pidananya bila
dilakukan dalam rangka melakukan
pekerjaannya (Pasal 361 KUHP).
Sedangkan pidana lain yang bukan
kelalaian yang mungkin didakwakan di
antaranya adalah pembuatan keterangan
palsu (Pasal267-268 KUHP), aborsi
illegal(pasal349 KUHP jo Pasal347 dan
348 KUHP), penipuan (Pasal382 bis)
serta Euthanasla (Pasal 344 KUHP).
Sementara itu, ketentuan pidana
yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan di luar KUHP, di
antaranya dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kesehatan maupun Undang-
Undang no. 29 tahun 2004 tentang
praktik kedokteran.
Meskipun ditinjau dari segi aturan
hukum maupun praktik hukum telah
menunjukkan bahwa seorang dokter
yang melakukan kelalaian tetap dapat
dipertanggungjawabkan menurut hukum
pidana. Namun, dalam kenyataan hal ini
masih menjadi polemik karena dalam
dunia kedokteran masih menjadi
pandangan bahwa perbuatan dokter
dalam profesinya hanya dapat dipidana
jika perbuatan tersebut tersebut
dilakukan secara sengaja seperti
mencuri organ seorang pasien, atau
dengan sengaja meracuni pasien.
Sedangkan bila seorang dokter yang
karena kelalaiannya atau kebodohannya
mengakibatkan pasien menderita atau
mati sekali pun itu bukan malpraktik, itu
hanya kelalaian dan bukan malpraktik.
Hal ini secara jelas diterangkan para
petinggi kesehatan pada artikel di
majalah Tempo, 31 Mei 2012 dan
dijelaskan pula bahwa, kalaupun ada
kasus hukumnya,' maka paling-paling
adalah masalah perdata dimana pasien
dapat diberikan ganti rugi sebesar
pengeluran medis yang diakibatkan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis
menilai bahwa perlu pengkajian dan
pembatasan jelas tentang sejauh mana
suatu kesalahan dokter yang dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana.
Bagaimana pertanggungjawaban profesi
yang ideal terhadap dugaan malpraktik
medik dokter di rumah sakit,
pertanggungjawaban pidana dokter
dalam malpraktik medik serta penerapan
teori pemidanaan terhadap sanksi tindak
pidana malpraktik medik yang dilakukan
dokter di rumah sakit.
Dari penelitian yang telah dilakukan,
disimpulkan bahwa mekanisme
pertanggungjawaban profesi terhadap
adanya dugaan malpraktik medis bagi
dokter di rumah sakit dilakukan dengan
cara mengidentifikasi jenis malpraktik




MKEK, selanjutnya jika dalam
pelanggaran tersebut terdapat unsur
pelanggaran disiplin, maka
penanganannya diserahkan kepada
MKDKI. Selanjutnya jika dalam
pelanggaran tersebut terdapat unsur
tindak pidananya, rnaka penyelesaiannya
akan dilakukan menurut proses hukum
pidana. Mekanisme ini tidak bersifat
hierarkis, sehingga meskipun dugaan
malpraktik medik terbukti memenuhi
unsur tindak pidana, proses pemeriksaan
oleh MKEK dan MKDKI tetap berjalan.
Seorang dokter dapat














:Ekiter harus tetap didasarkan pada teori
:erlanggungjawaban pidana, seorang
rukter dapat dipertanggungjawabkan
:ecara pidana jika perbuatannya terbukti
-emenuhi unsur-unsur kesalahan dan
rcak ada alasan pemaaf atas perbuatan
larE dilakukannya. Teori pemidanaan
r:*cer harus didasarkan pada tingkat
*,esalahan jika kesalahannya berupa
s,rgaja sebagai maksud maka teori
1Erg tepat adalah teori pembalasan, jika
resalahannya berupa sengaja sadar
:r;-an kepastian dan sengaja sadar akan
q er'",ungkinan segarusnya menggunakan
e;n gabungan dan jika yang dilakukan
a:alah delik culpa, baik culpa lata
-6upun culva levis maka teori yang
:..3".rnakan adalah teori tujuan.
Penulis merekomendasikan
=harusnya organisasi profewsi ataupun
:rnak rumah sakit pada saat menemukan
adanya pelanggaran etik atau disiplin
yang memiliki potensi pelanggaran
hukum dapat bersifat aktif untuk
melakukan pelaporan kepada pihak yang
berwenang, begitupun untuk MKDKI
sebaiknya dibentuk ditingkat provinsi
untuk mengakomodasi keluhan
masyarakat yang merasa dirugikan oleh
pelayanan dokter di rumah sakit.
Sebagai subjek hukum yang dapat
terjerat sanksi pidana, maka seorang
dokter tidak hanya dituntut untuk dapat
bertanggunjawab sebatas profesinya,
melainkian juga bertanggungjawab dari
aspek hukumnya tetapi khusus untuk
kelalaian ringan (Culva Levis) sangat
dimungkinkan keberlakuan sistem
restorative justlce. Olehnya itu sebaiknya
setiap rumah sakit mempunyai tempat
yang layak bagi pasien,keluarga pasien,
maupun dokter sendiri untuk mengadu
ataupun melaporkan hal-hal atau
tindakna yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan, standar profesi dan
standar prosedur operasional sehingga
baik dokter maupun pasien dapat
mengetahui hak dan kewajibannya di
rumah sakit. Dengan adanya layanan
pengaduan disetiap rumah sakit dapat
mencegah terjadinya malpraktik maupun
komunikais yang tidak efektif antara
dokter dan pasien.
Selain itu, sebaiknya putusan
mahkamah kosntitusi nomor 4/PPU-
V12007 terkait judicial review Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
praktik kedokteran dibatalkan.karena
dengan adanya putusan tersebut,
ancaman bagi seorang dokter yang
terbukti melakukan malpraktik akan
semakin berat jika harus mengacu pada
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